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ABSTRAK

Riayanah. Nim. 1520001. 2024. Kesadaran Hukum Pengawas dalam
Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Pekalongan. Skripsi Program
Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah, Universitas |slam Negeri K.H.
Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing Yunas Derta Luluardi, M.A.

Penelitian ini menganalisa tentang kesadaran hukum pengawas yang baru
pertama memilih serta menjadi pengawas dalam Pemilihan Umum 2024 di
Kabupaten Pekalongan. Pengawas pemilu memiliki peran pada setiap tahapan
pemilu yaitu pada tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan evauasi.
Wewenang pengawas pemilu diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 dan diatur
lebih lanjut dalam Peraturan. Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022, dengan tugas
melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu serta
sengketa proses pemilus Peran dan wewenang bagi pengawas pemilu perlu
diketahui sebaga bentuk kesadaran hukum. Namun, bagaimana pelaksanaanya
apabila yang menjadi pengawas baru pertama memilih pada pemilihan umum
tersebut.

Penulis melakukan penelitian dengan rumusan masalah: Bagaimana
Kesadaran Hukum Pengawas pada Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten
Pekalongan serta faktor apa sgja yang mempengaruhi Kesadaran Hukum
Pengawas di Kabupaten Pekalongan. Jenis penelitian yang digunakan Yuridis
Empiris dengan metode pengolahan data kualitatif. Pengambilan sumber data
dengan observasi, wawancara, dokumentasi. Ditemukan suatu kebaruan tentang
Pengawas yang pertama memilih dan menjadi pengawas atau disebut sebagai
pemula dalam Pemilihan Umum tahun 2024.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kessrmpulan bahwa Kesadaran
Hukum Pengawas yang masith pemula di Kabupaten Pekalongan masih tergolong
minim terhadap kesadaran hukum. Pengawas yang masth pemula belum mencapai
indikator Kesadaran Hukum, seperti Pengetahuan tentang Hukum, Pemahaman is
peraturan hukum, sikap terhadap pel aksanaan peraturan, dan belum terbentuknya
pola perilaku hukum. Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum Pengawas
Pemula meliputi kepastian hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017,
Integritas dalam penegakan hukum oleh Gakkumdu, ketersediaan sarana dan
prasarana, keberdayaan Pengawa, serta adanya K omunitas Penegak hukum.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Pengawas Pemilu, Pemilihan Umum.
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ABSTRACT

Riayanah. Nim. 1520001. 2024. L egal Awareness of Beginner Supervisorsin
the 2024 General Election in Pekalongan Regency. Constitutional Law Study
Program Thesis, Faculty of Sharia, K.H. State Islamic University.
Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor Yunas Derta Luluardi, M.A.

This research analyzes the legal awareness of first-time election monitors
who are both voting and monitoring for the first time in the 2024 General
Elections in Pekalongan Regency. Election monitors play a role in each stage of
the electoral process: planning, preparation, implementation, and evaluation. The
authority of election monitors is governed by Law No. 7 of 2017 and further
regulated by Bawaslu Regulation-No. 5 of 2022, outlining their duties to prevent
and take action on election wviolations. and electoral process disputes.
Understanding the roles and authority of election monitors is essential as a form
of legal awareness. However, the question arises as to how this is implemented
when the monitors are also first-time voters in the general election.

The author conducted research with the following problem statement: What
is the level of Legal Awareness among Election Manitors in the 2024 General
Elections in Pekalongan Regency, and what factors influence this Legal
Awareness? The research is classified as Empirical Juridical research with
qualitative data processing methods. Data sources were gathered through
observation, interviews, and documentation. A novel finding emerged regarding
first-time election monitors, who are also first-time voters, referred to as
beginnersin the 2024 General Election.

Based on the'research results, it can be concluded that the legal awareness
among beginner election monitors in Pekal ongan-Regency remains relatively low.
Beginner monitors have yet to meet the indicators of Legal Awareness, such as
Knowledge of Law, Understanding of the content-of legal regulations, Attitudes
toward regulation enforcement, and the formation of fegal behavioral patterns.
Factors influencing the legal awareness of beginner monitors include the legal
certainty of Law No. 7 of 2017, the integrity in law enforcement by Gakkumdu, the
availability of facilities and infrastructure, empowerment of monitors, and the
presence of a Law Enforcement Community.

Keywords: Legal Awareness, Election Monitors, General Election.
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BAB |
PENDAHULUAN
A.Latar Belakang Masalah

Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-
Undang. Didasari pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa pelaksanaan demokrasi berada di
tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. |mplementasi
dari demokrasi yaitu pelaksanaan Pemilihan Umum yang diatur dalam Pasal
22E ayat 1 sampal 6 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik
Indonesia Tahun 1945.1 Pelaksanaan Pemilihan Umum yang dipegang oleh
Penyelenggara Pemilihan Umum terdiri atas Komisl Penyelenggaraan Pemilu
(KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu (DK PP).2

Pengawasan Pemilihan Umum yang dalam hal ini dipegang oleh Badan
Pengawasan Pemilihan Umum (Bawas! u) berperan penting pada setiap tahapan
Pemilu yaitu pada tahap perencanaan, persiapan pelaksanaan, dan evaluasi.®
Semuanya menjadi tahapan yang perlu untuk diawasi dengan baik. Bawaslu
masuk ke dalam bagian lembaga Negara di Indonesia, menjalankan peran

pengawasan dan berwenang menegakkan hukum pada setiap pelanggaran

IRepublik Indonesia, “Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun
1945 amandemen ke-4” (1945).

2 DKPP RI, Penyelenggara Pemilu di Dunia, ed. oleh Nur Hidayah Sardini (Jakarta Pusat:
CV. Net Communication, 2018).

3 Safrina, “Implementasi Fungsi Pengawasan Pada Pelaksanaan Pemilu oleh Bawaslu
Aceh.” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2020).



pemilu yang terjadi di lapangan, menerima pengaduan, serta menangani kasus-
kasus pelanggaran administrasi.

Tujuan dari pengawasan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang
sebenarnya tentang pelaksanaan tugas dan kegiatan, apakah telah sesuai dengan
yang semestinya atau belum.* Jika diuraikan yang maksud dari tujuan tersebut
apabila pelaksanaanya tidak sesual dengan semestinya maka telah terjadi
penyimpangan.

Dalam penetapan-usia minimal menjadi pengawas pemilu Negara
Indonesia telah mengatur regulasi pada Pemilihan Umum 2014 syarat minimal
menjadi seorang Pengawas TPS adalah 25 tahun, pada Pemilihan Umum 2019
syarat minimal menjadi seorang Pengawas TPS adalah 21 tahun, kemudian
pada regulasi terbaru syarat minimal menjadi seorang pengawas TPS yaitu
berusia 17 tahun.® Seseorang yang berusia 17 tahun (memiliki identitas KTP)
ketika melakukan suatu. tindakan telah masuk kategori konsekuensi Hukum
yang mengikat suatu warga Negara terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku
di Indonesia

Pengawas Kategori muda yang yang berusia 17 tahun yang dalam hal ini
masuk ke dalam bagian pemilih pemula. Subjek hukum yang telah diberikan
hak oleh Negara untuk mencoblos pada Pemilihan Umum. Baru pertama
memilih dan mengawasi pada pemilihan umum tahun 2024 serta belum

memiliki pengalaman menjadi pengawas sebelumnya

4 Sujanto, Beberapa Pengertian di bidang Pengawasan (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986).
SWahyu Guru Dianto, Pemilih Pemula dan Siswa SMA 1 KAJEN, diwawancarai oleh
Riayanah, wawancara mendalam, Tema: Kesadaran Hukum Pemilih Pemula, 1 November 2023.



Proses perekrutan Pengawas TPS telah diatur di dalam regulasi terbaru.®
Seperti yang terjadi pada regulasi dari tahun ke tahun Pemilihan Umum dari
usia PTPS yang awalnya syarat 25 Tahun kemudian pada Pemilu Tahun 2019
turun ke Usia 21 Tahun dan turun kembali pada Pemilihan Umum Tahun 2024
dengan batas minimal usia Pengawas TPS ialah 17 Tahun hal ini termuat dalam
laman resmi Bawaslu Pusat yang disampaikan oleh Dr. Herwyn JH. Maonda
Anggota Bawaslu RI.”

Mekanisme yang tercantum dalam aturan yang baru Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2023 bahwa untuk mewujudkan kelancaran penyelenggaraan
tahapan Pemilu Tahun 2024 perlu dilakukan penyesuaian aturan masuk sebagal
syarat usia Panitia Pengawas Pemilu, Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilu
Kelurahan/ Desa, dan Panitia Pengawas Pemilu TPS.® Seperti yang termuat
pada Pasa 117 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 menyatakan
apabila tidak terdapat calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas
TPS yang memenuhi persyaratan usia sebagal mana dimaksud pada ayat 1 huruf
(b) dapat diis oleh calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas
TPS yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dengan persetujuan

Bawaslu K abupaten/K ota.®

5K eputusan Ketua Bawaslu Nomor : 498/HK.01.01/K 1/12/2023 tentang Petunjuk Teknis

Pembentukan dan pergantian antar waktu Pengawas TPS dalam Pemilu 2024

"https://www.bawasl u.go.id/i d/berita/s apkan-pembentukan-ptps-herwyn-minta-proses-

yang-tepat-dan-efisien

8Republik Indonesia, “Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum menjadi Undang-undang.” (2023).

° Ibid, hal 4.



Pengawas mempunyai peran penting dalam Pemilihan Umum tahun
2024. Mengemban tugas untuk mencegah pelanggaran, mengawasi proses
pemungutan dan penghitungan suara, turut menerima laporan terhadap dugaan
pelanggaran.’® Menjadi tugas dan kewsgjiban bawaslu untuk memastikan
pengawas Pemilihan Umum berjalan dengan efektif dan efisien agar tidak
terjadi kecurangan, pelanggaran, atau penyalahgunaan wewenang. Namun,
fakta yang terjadi di lapangan pengawas kategori usia muda atau dikatakan
pemula sebagal pengawas TPS hanya diberikan pelatihan dalam waktu singkat,
belum memiliki kompetensi pengawasan Pemilihan Umum, ketatanegaraan,
dan kepartaian seperti yang menjadi syarat pengawas TPS. !

K esadaran hukum?? yang harus diketahui pengawas dalam menjalankan
tugas pengawasan mencakup tentang pengetahuan peraturan hukum tentang
Pemilihan Umum, pemahaman peraturan hukum, sikap hukum terhadap
pelanggaran dan temuan yang terjadi di lapangan, serta pola perilaku hukum
yang harus diterapkan dalam mengawasi jalannya Pemilihan Umum.

Pengawasan pada tiap-tiap tahapan difungsikan agar pelanggaran dalam
pelaksanaan Pemilihan Umum dapat diminimalisir. Adanya peraturan Bawaslu

Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Bawaslu tercantum pada Pasal 93 sampai Pasal 138
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

11 Bawaslu Republik Indonesia, “Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum
tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan penggantian antar waktu Pengawas Tempat
Pemungutan Suara dalam Pemilu 2024,” Pub. L. No. 504/KP.01/K1/12/2023 (2023).

12 Soerjono Soekanto, “Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum,” Jurnal Hukum &
Pembangunan 7, no. 6 (1977): 462-70.



untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum sesuai prosedur yang
telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.13
Berdasarkan permasalahan yang diuraikan penulis di atas sebagai data
yang ada di lapangan maka penulis perlu melakukan penelitian secara
mendalam tentang judul skripsn KESADARAN HUKUM PENGAWAS
DALAM PEMILIHAN UMUM 2024 DI KABUPATEN PEKALONGAN.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar -belakang masalah yang telah dikemukakan, maka
penulis menarik Rumusan Masalah yang akan dijawab secara mendalam dalam
penelitian adal ah sebagai berikut:
1. Bagaimana kesadaran hukum Pengawas Pemilu kategori muda pada
Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Pekalongan?
2. Apa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum Pengawas Pemilu
kategori muda di Kabupaten Pekalongan?
C. Tujuan Penélitian
Dari rumusan masalah yang penulis sampaikan di atas, adapun tujuan
penelitian adalah sebagai berikut:
1. Untuk menganalisis Kesadaran Hukum Pengawas Pemilu kategori muda
pada Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Pekalongan.
2. Untuk mengandlisis faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum

Pengawas Pemilu kategori muda di Kabupaten Pekal ongan.

13 Bawaslu Republik Indonesia, “Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum” (2022).



D. Kegunaan Penelitian
Penelitian ini memiliki beberapa kegunaan, diantara yaitu:
1. Kegunaan teoritis

a. Hasll pendlitian yang penulis teliti agar dapat memberi manfaat dan
pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya kesadaran hukum
Pemilihan Umum 2024.

b. Hasll penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan mengenal
pentingnya untuk.menyalurkan “hak ~suara sebagal hak yang telah
diberikan oleh Negara.

c. Hasil pendlitian dapat menjadi bahan rujukan ataupun sumber data untuk
penelitian yang sgenis.

2. Kegunaan praktis
a. Manfaat bagi peneliti
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi Pengetahuan Hukum
bagi peneliti, khususnya mengenal peran serta akademisi hukum dalam
meningkatkan kesadaran hukum Pengawas Pemilu kategori usia muda.

b. Manfaat bagi akademik

Penelitian diharapkan bisa bermanfaat bagi mahasiswa rumpun
ilmu hukum, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, dan bagi
Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN K.H.
Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pendlitian yang penulis teliti

diharapkan dapat menjadi salah satu bahan rujukan mahasiswa untuk



menguatkan penelitian pada bidang keilmuan Hukum Tatanegara
kontemporer.
c. Manfaat untuk masyarakat
Penelitian ini dihargpkan menambah pengetahuan kepada
masyarakat tentang pentingnya Pemilihan Umum untuk menentukan
masa depan bangsa, serta pentingnya keikutsertaan masyarakat terlibat
aktif melaksanakan pengawasan pada proses Pemilihan Umum sebagai
implementasi dari kesadaran hukum.
E. Kerangka Teoritik
Teori yang penulis gunakan yaitu Teori Kesadaran Hukum (Soekanto,
1977) yang berkaitan dengan Kesadaran Hukum Pengawas Pemilu kategori
usia muda sebagal individu yang pertama kali mencoblos dan menjadi
pengawas pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
Teori Kesadaran Hukum
Soerjono Soekanto (1977), mengemukakan bahwa Kesadaran hukum
adalah persoaan nilai-nilai yang ada pada diri individu berkaitan dengan
hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Soekanto lebih
menekankan pada fungsi hukum sebagai nilai dan bukan suatu penilaian
hukum terhadap kejadian-kgadian yang konkrit dalam masyarakat yang

sedang bersangkutan.4

14 Soerjono Soekanto, Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2002). Hal 25.



Berdasarkan teori yang dijabarkan oleh Soerjono Soekanto, kemudian
diturunkan ke dalam beberapa indikator kesadaran hukum tersebut,® ialah:
a. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (law awareness)

b. Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum (law acquaintance)
c. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (legal attitude)
d. Pola-pola perikelakuan hukum (legal behavior)

Setiap yang termuat.dalam proses pemahaman kesadaran hukum
tersebut menunjukan pada tingkat kesadaran hukum pada individu atau
masyarakat dari.yang terendah ke tingkat kesadaran hukum yang tinggi.

F. Penelitian yang Relevan

Syarat yang harus dipenuhi oleh seorang peneliti untuk membuktikan
keorisinilan dari suatu penelitian adalah dengan tetap mempertahankan
perbedaan dalam penelitiannya dengan penditian-penelitian terdahulu.
Berdasarkan penelitian sudah ditulis para Sarjana Hukum memuat beberapa
karya yang sangat relevan dengan jenis penelitian ini, sebagai berikut:

Pertama. Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Ithofiyul Karim
mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan Judul
penelitian “Srategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Provins
Jawa Timur Dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Umum Pemilu 2019
Melalui Media Sosial”. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui dan
memahami apa strategi yang dilakukan Bawaslu Provins Jawa Timur dalam

upaya mencegah pelanggaran Pemilu 2019 melalui media sosia serta

15 Soerjono Soekanto, Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2002). Hal 26.



mengetahui dan memahami bagaimana Peranan Bawaslu Provins Jawa Timur
dalam upaya mencegah pelanggaran Pemilu melalui Media Sosial .1® Persamaan
penelitian ini terletak pada analisis pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu
terhadap penyelenggaraan pemilihan umum. Perbedaannya terletak pada subjek
penelitian yaitu Pengawas Pemilu kategori muda, sedangkan penetitian tersebut
berfokus pada lembaga Bawaslu, pada penelitian ini memfokuskan pada kajian
Kesadaran Hukum Pengawas kategori muda sedangkan pada penelitian Karim
memfokuskan pada analisis strategi Bawaslu.

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Safrina dari Universitas Islam Negeri
Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh dengan Judul Penelitian “Implementasi
Fungsi Pengawasan pada Pelaksanaan Pemilu oleh Bawaslu Aceh. Dengan
tujuan penelitian untuk mengetahui implementasl fungsi pengawasan pada
pelaksanaan Pemilu oleh bawaslu Aceh, untuk mengetahui |angkah-langkah
kerja Bawaslu Aceh dalamn mencegah terjadinya kecurangan-kecurangan pada
pelaksanaan Pemilu, serta mengetahui peluang dan tantangan kerja Bawaslu
Aceh.!” Perbedaan terletak pada substansi yang diteliti, jika pada pendlitian
tersebut pada aspek fungs pengawasan dan bagal mana implementasinya dalam
pelaksanaan Pemilu di Aceh, sedangkan substansi yang penulis kgji pada aspek
kesadaran hukum Pengawas pada Pemilu di Kabupaten Pekalongan. Persamaan
penelitian terletak pada hal yang berkaitan dengan pengawasan yang

menyangkut pada L embaga Badan Pengawasan Pemilu.

16 Muhammad Ithofiyul Karim, “Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)
Provins Jawa Timur Dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 Melalui
Media Sosial” (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021).

17 Safrina, “Implementasi Fungsi Pengawasan Pada Pelaksanaan Pemilu oleh Bawaslu
Aceh.”
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Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Nidaul Sholecha dari Universitas
Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan Judul penelitian ““Peran
Badan Pengawasan Pemilu Kabupaten Lumajang dalam Penanganan
Pelanggaran Alat Peraga Kampanye pada Pilkada Tahun 2018 Berdasarkan
Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2018”°. Tujuan penelitian
yang diangkat yaitu untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi
banyaknya pelanggaran Alat Peraga Kampanye yang terjadi pada pelaksanaan
Pilkada, guna memahami serta menggali- peran Bawaslu dalam proses
penanganan pelanggaran Alat Peraga Kampanye pada Pilkada berdasarkan
peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018. Untuk memahami upaya yang
dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Lumajang dalam meminimalisir terjadinya
pelanggaran Alat Peraga Kampanye pada pelaksanaan Pilkada.'® Perbedaan
penelitian, pada penelitian ini membahas tentang penanganan pada pelanggaran
alat peraga kampanye pada pilkada tahun 2018, sedangkan penelitain yang
dikaji penulis pada aspek pencegahan pelanggaran yaitu substans kesadaran
hukum pengawas dalam Pemilu 2024. Persamaan penelitian yaitu pada analisis
peran Bawaslu pada pengawasan, studi kasus di suatu daerah tertentu di
Indonesia

Keempat, artikel jurnal yang ditulis oleh Ayon Diniyanto dan Wahyudi
Sutrisno dengan judul penelitian “Pengawasan Pemilihan Umum di Era Post-

Truth: Problem, Tantangan, dan Strategi”’. Dengan tujuan penelitian yaitu (1)

18 Nidaul Sholecha, “Peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lumajang Dalam
Penanganan Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pada Pilkada Tahun 2018 Berdasarkan Peraturan
Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2018” (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad
Siddiq Jember, 2022).
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menemukan problem dan tantangan pengawasan Pemilihan Umum di era post-
truth; dan (2) merumuskan strategi pengawasan Pemilihan Umum di era post-
truth.’® Persamaan penelitian, sama-sama menggunakan pendekatan penelitian
kualitatif. Persamaan yang lain pada substansi Pengawasan Pemilihan Umum.
Perbedaan penelitian, pada penelitian ini membahas tentang Pengawasan
Pemilihan Umum pada era post-truth lebih luas pada pembahasan era modern
dewasa ini tanpa disebutkan.tahunnya, sedangkan pada penelitian penulis
membahas tentang Pengawasan Pemilihan Umum pada Pemilihan Umum
Tahun 2024.

Kelima, artikel jurnal yang ditulis oleh Tri Bagus Sudibjo Pujiono, dkk
dengan judul penelitian “Analisis Kinerja Pengawasan pada Pemilihan Umum
2019 (Sudi Kasus Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provins Jawa
Timur)”. Tujuan penelitian vyaitu mengetahui fungss Bawaslu dalam
melaksanaan Pemilihan. Umum tahun 2019 dikatakan efektif, kurang efektif
atau tidak "~ efektif.?’ Persamean penelitian pada jenis penelitian kualitatif
dengan pendekatan ‘deskriptif. Persamaan penelitian pada pembahasan
substanss Pengawasan Pemilihan Umum. Perbedaan penelitian, penelitian
tersebut membahas analisis kinerja Pengawas pada Pemilihan Umum 2019
sedangkan dan pada penelitian ini membahas Kesadaran Hukum Pengawas

Pemilu kategori usia muda pada Pemilihan Umum 2024. Daerah penelitian

19 Ayon Diniyanto dan Wahyudi Sutrisno, “Pengawasan Pemilihan Umum di Era Post-
Truth : Problem, Tantangan, dan Strategi,” Adhyasta Pemilu 5, no. 1 (2022): 44-58.

2 Tri Bagus et al., “Analisis Kinerja Pengawasan Pada Pemilihan Umum 2019 (Studi
Kasus Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur),” Universitas 17 Agustus 1945
2019 (2019).
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tersebut di Provins Jawa Timur sedangkan penelitian penulis di Provins Jawa

Tengan Kabupaten Pekal ongan.

G.Metode Pendlitian

1

Jenis pendlitian

Penulis menggunakan jenis Penelitian Yuridis Empiris yaitu penelitian
hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum
normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi
dalam masyarakat.?* Penelitian lapangan. yang berfokus pada ketentuan
hukum yang berlaku dengan apa yang terjadi di masyarakat. Dalam kata
lain, yaitu penelitian pada keadaan sebenarnya atau keadaan nyata terhadap
apa yang diinginkan oleh ketentuan peraturan-perundang-undangan.?
Tujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta serta data yang peneliti
butuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju
kepada identifikasi. masalah yang kesmpulannya berakhir pada
penyel esaian masalah.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis Yuridis Empiris,
berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang telah diatur dalam
Undang-undang tentang Pemilu, tujuan yang ingin dicapai dalam pemilihan
umum serta fungsi Badan Pengawasan Pemilihan Umum sebagai bagian
dari penyelenggara pemilu yang bertugas mengawas jalannya pemilihan

umum dari tahapan pertama sampal terakhir, serta fakta yang terjadi di

2004).

2L Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti,

2 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam praktek (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).
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lapangan berkaitan dengan keadaan pengawas kategori muda yang masih
belum memiliki indeks kesadaran hukum.

Penelitian hukum empiris berfokus pada pola perilaku hukum individu
atau masyarakat, hukum bukan hanya dipahami sebagai norma sosial
melainkan digunakan sebagai tolak ukur suatu gejala sosial?® dalam arti
yang lain, hukum yang terjadi pada keadaan sebenarnya di dalam kehidupan
sosial kemasyarakatan dengan hukum yang tertulis dalam peraturan
perundang-undangan.

Dalam penélitian ini fokus pada subjek penelitian hukum empiris
yaitu pengawas pemilu kategori muda yang jumlahnya tidak sedikit.
Menganalisis kesadaran hukum Pengawas dengan pola perilaku hukumnya
terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024 di Kabupaten
Pekal ongan.

2. Pendekatan penelitian

Peneliti  menggunakan jenis 'pendekatan Sosiologi Hukum dan
pendekatan Perundang-undangan.

a. Sosiologi Hukum penelitian yang ditujukan untuk mendliti kejadian
berkaitan dengan keadaan yang dialami oleh subjek penelitian pada

perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan sebagainya.?*

ZBachtiar, Mendesain Penelitian Hukum, ed. oleh Meyta Lanjarwati, Cet. pertama,
(Yogyakarta: Degpublish, 2021).

% Rianto Adi, Metodologi penelitian sosial dan hukum, masugeng (jakarta: Yayasan
Pustaka Obor Indonesia, 2021).
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Penelitian mendasar dari usaha mengungkapkan dan mengubah
format data di lapangan dalam bentuk narasi verbal, secara utuh, dan
menggambarkan realitas asinya.

b. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan yang
dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi
yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani, dalam hal ini
Pemilihan Umum.?® Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk
mengkaji peraturanyang mengatur regulasi Pemilinan Umum,? terutama
beberapa regulasi tentang Pengawas Pemilu kategori usia muda.

Dalam penelitian ini  penulis menggunaan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan  Umum® menjadi  Undang-Undang. Peraturan Badan
Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022
tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Keputusan
Ketua Bawaslu Nomor: 504/KP.01/K1/12/2023 tentang Petunjuk Teknis
Pembentukan dan Pergantian Antar Waktu Pengawas TPS dalam Pemilu

2024.

% Hamidi, Metode Penelitian Kualitatif, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang,
2004), 3.

% Adi, 2021. Metodologi penelitian sosial dam hukum. Masugeng. jakarta: Yayasan
Pustaka Obor Indonesia, hal 25.
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3. Lokas pendlitian

Penulis melakukan penelitian di daerah tempat tinggal penulis, yaitu
Kabupaten Pekalongan. Peneliti memilih lokasi ini karena pengalaman
peneliti pertamakali melakukan Pemilihan Umum.

Observass awa yang dilakukan oleh peneliti dengan melakukan
wawancara langsung kepada beberapa pengawas kategori muda di
Kabupaten Pekalongan. Observas di kantor Bawaslu Kabupaten
pekalongan, data dari Bawaslu menunjukan jumlah Pengawas Pemilu
kategori muda berusia antara 17-20 Tahun sebagai Pengawas TPS
berjumlan 94 orang yang tersebar di 94 TPS di wilayah Kabupaten
Pekalongan, yang belum pernah memiliki pengalaman menjadi pengawas
sebelumnya. Peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian Kesadaran
Hukum Pengawas Pemilu kategori muda dalam Pemilihan Umum tahun
2024 di Kabupaten Pekal ongan.

4. Sumber data
a. Sumber data primer sebagal data utama yang Peneliti gunakan dalam
penelitian hukum, yaitu :

1) Wawancara kepada petugas Pengawas TPS, Pemilih Pemula, anggota
KPUD Kabupaten Pekalongan, dan anggota Bawaslu Daerah
Kabupaten Pekal ongan.

2) Observas dilakukan peneliti sgjak pertama kali diberikan hak pilih
oleh Negara untuk memilih pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten

Pekal ongan Tahun 2020.
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b. Sumber data sekunder sebaga data pendukung dari data utama yang

Peneliti peroleh, yaitu :

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum.?’

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.?®

3) Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor' 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan
Pemilihan Umum.?®

4) Keputusan Ketua Bawaslu Nomor: 504/KP.01/K1/12/2023 tentang
Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pergantian Antar Waktu Pengawas
TPS dalam Pemilu 2024.%°

c. Sumber data tersier yang penulis gunakan seperti: Jurnal llmiah, Skripsi,
dokumen atau arsip, dan bahan lain yang berbentuk cetak maupun digital
yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik pengumpulan data

27 Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum” (2017).

2 Republik Indonesia, “Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum menjadi Undang-undang.” (2023).

2 Indonesia, Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

% Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, “Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pemilihan Umum tentang juknis pembentukan dan pergantian antarwaktu PTPS”
(2023).
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a. Observas yang peneliti lakukan dengan mengamati, mencatat seluruh
poin penting, menganalisis kasus®* dengan dikaitkan dengan teori
Kesadaran Hukum terhadap subjek penelitian Pengawas Kategori muda
pada Pemilihan Umum tahun 2024. Observasi yang dilakukan oleh
peneliti melihat kondis Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan rekrutmen
Pemilih Pemula sebagai pengawas Pemilu.

b. Wawancara. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan
wawancara langsung kepada responden, interaksi antara pewawancara
dengan Pengawas Kategori muda, Pemilih. Pemula, anggota KPUD
Kabupaten Pekalongan, anggota Bawaslu Kabupaten Pekalongan secara
langsung. Menurut Esterberg sebagaimana dikutip dalam Memahami
Penelitian Kualitatif menggunakan duajenis teknik wawancara,® yaitu:
1) Wawancara tidak terstruktur, wawancara dengan teknik yang tidak

baku dimana peneliti bertujuan untuk mengambil informasi dari
pokok-pokok-bahasan permasal ahan yang akan ditanyakan.

2) Wawancara mendalam menggunakan teknik wawancara dengan
pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan
informasi secara langsung dan mendalam melalui dialog dengan
narasumber.

c. Dokumentasi. Pengumpulan data sebagai bukti penelitian dapat berupa

foto, video, atau rekaman terkait penelitian Kesadaran Hukum Pengawas

8L Fatoni Abdurrahman, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi (Jakarta:
Rineka Cipta, 2011).

32 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: CV. Alfabeta, 2009).

% Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya,
2007).
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Kategori muda daam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten
Pekalongan.
6. Teknik analisis pengolahan data
Teknik analisis menggunakan pendekatan Sosiologi Hukum dan
pendekatan perundang-undangan sebagal adat analisis tentang Perilaku
Pengawas Kategori muda dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sesual
dengan Undang-Undang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu. Teknik
analisis pengolahan data menggunakan Metode Kualitatif3* dengan sumber
informan Pengawas kategori usia muda, Pemilih Pemula, anggota KPU
Daerah Kabupaten Pekalongan, dan anggota Bawaslu Daerah Kabupaten
Pekalongan. 'Menarasikan informasi yang terjadi di lapangan untuk
menjawab permasalahan yang sedang penulis teliti menggunakan alat
analisis Teori Kesadaran Hukum dan Pengawasan.
H. Sistematika Pembahasan
Sistematika penulisan pada pendlitian kali ini terdiri atas enam bab
berdasarkan sistematika penulisannya sebagal berikut:

BAB | Pada bab pertama berfokus pada pokok bahasan secara umum, latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat
penelitian, penjelasan mengena penelitian terdahulu yang relevan
serta kebaruan yang diangkat pada penelitian ini, kerangka teori,

metode penelitian, dan sistematika penelitian.

34 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: CV. Alfabeta, 2009).
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BAB V
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Pada bab dua menjelaskan mengenai konsep dasar kesadaran
hukum, teori pengawasan hukum yang digunakan untuk
menganalisa pengetahuan hukum, pemahaman hukum Pengawas
Pemilu kategori muda dalam Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten
Pekalongan.

Pada bab tiga membahas tentang hasil pendlitian yaitu bagaimana
Kesadaran Hukum Pengawas Pemilu kaegori muda serta sikap
hukum Pengawas pada Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten
Pekal ongan.

Pada bab empat beris analisis bagaimana Kesadaran Hukum dan
faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum Pengawas Pemilu
kategori mudadi Kabupaten Pekalongan

Pada bab terakhir berisi kesimpulan, saran, serta limitasi pada
penelitian Kesadaran Hukum Pengawas Pemilu kategori muda pada
Pemilihan Umum di Kabupaten Pekalongan yang dilakukan oleh

penelitian.



BABV
PENUTUP
A. Simpulan

Berdasarkan dari hasil uraian diatas, penjelasan, analisa, hasil wawancara
dan pendlitian berkaitan dengan Kesadaran Hukum Pengawas Kategori muda
dalam Pemilihan Umum tahun 2024 di Kabupaten Pekalongan. Maka untuk
mengakhiri pembahasan skripsi ini penulis mengambil beberapa kesimpulan
sebagal berikut:

Hasil dari penélitian bahwa Kesadaran hukum Pengawas Kategori muda
dalam Pemilihan Umum tahun 2024 di Kabupaten Pekaongan meliputi:
Pertama, minimnya Pemahaman yang dimiliki Pengawas Pemilu Kategori
muda terhadap Pengetahuan tentang Undang-Undang Pemilihan Umum (law
awareness). Kedua, minimnya Pemahaman Pengawas Kategori muda terhadap
IS Peraturan Hukum Pemilu (law acquaintance). Ketiga, kurang sigap terhadap
pelaksanaan peraturan-peraturan hukum (legal attitude). Keempat, Tidak
terbentuknya pol a-pol a perikelakuan hukum (legal behavior).

Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum Pengawas Kategori muda
dalam Pemilihan Umum tahun 2024 di Kabupaten Pekalongan yaitu, Pertama,
Kepastian Hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kedua, Integritas
Penegak Hukum oleh Gakkumdu. Ketiga, Ketersediaan Sarana dan Prasarana.
Keempat, Keberdayaan Pengawas Kategori muda. Kelima, komunitas Penegak

Hukum.
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Pengawas Kategori muda hanya dibekali penguasaan teknis bukan
penguasaan secara keilmuan, kesadaran hukum dapat memandu seorang
pengawas untuk dapat menjalankan tugasnya sebagai pengawas, berwenang
mengatakan suatu kejadian termasuk jenis pelanggaran atau tidak. Maka
melihat Pengawas Kategori muda yang berusia 17-21 tahun menjadi potens
yang perlu diarahkan, sangat mungkin untuk menjadi Pengawas karena melihat
jumlah penduduk usia muda (produktif) yang lebih banyak. Namun, Bawaslu
perlu membekali keillmuan pengawasan hukum untuk meningkatkan kapasitas
SDM Pengawas Kategori muda di Kabupaten Pekalongan.

. Saran

Pengawas kategori muda berhak ikut andil dalam pengawasan hukum
sebagal bagian dari hak warga Negara Indonesia. Namun, Bawaslu perlu
menyiapkan peningkatan kapasitas pengawasan hukum pada pengawas
kategori muda agar pengawasan yang dilakukan dapat berlandaskan keilmuan
hukum dal am melaksanakan tugas pengawasan Pemilihan Umum.

Riset secara langsung dari Pemilu ke Pemilu menjadi landasan bagi
negara untuk memperbaiki sistem pengawasan Pemilihan Umum. Perbaikan
dapat berupa kebijakan atau aturan baru bagi lembaga penyelenggara Pemilu
dan peningkatan SDM pengawasan pada generas muda kaitannya penegakkan
hukum.

Manfaat kepada pengawas kategori muda agar melek terhadap hukum
ikut aktif terlibat dalam komunitas penegak hukum yang diselenggarakan oleh

Bawaslu. Sehingga pemahaman dan kesadaran hukum mulai terbangun.
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Manfaat bagi masyarakat luas dapat memberikan kontribus pengetahuan
tentang pentingnya kesadaran hukum bagi pengawas kategori muda dalam
pemilihan umum.

Kepada pemilih diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai peran
pentingnya untuk menyalurkan hak suara sebagai hak yang telah diberikan oleh
Negara kepada warga Negara.

Penelitian ini bisa dijadikan sumber pengetahuan bagi masyarakat
tentang pentingnya Pemilihan Umum dalam menentukan masa depan bangsa
terutama keikutsertaan masyarakat dalam mengawal pelaksanaan Pemilihan
Umum di Indonesia

.Limitas

Batasan dalam penelitian ini hanya memfokuskan pada pembahasan
Pengawas Kategori muda Pengawas TPS yang berusia 17-21 tahun. Baru
pertama memilih dan imengawas daam Pemilihan Umum di Kabupaten
Pekalongan. pertama kali menjadi pengawas dalam Pemilihan Umum Tahun

2024 di Kabupaten Pekalongan.
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